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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MERANGIN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN 

NOMOR 15 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan 

susunan organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Merangin, perlu melakukan 

perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Merangin; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
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tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
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Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863);  

  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6897);   

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendali Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
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dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

  9. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

1236);  

  10. Keputusan 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum; 

     

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN 

NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN 

TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MERANGIN. 
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KESATU :  Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendali 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Bangko 

pada tanggal 15 Januari 2024 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MERANGIN, 

ttd. 

ALBER TRISMAN 

 

 
 

 



 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MERANGIN  

NOMOR 15 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN 

NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MERANGIN 

 

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN 

  

NO JABATAN DALAM 

SATGAS 

JABATAN  

KEDINASAN 

NAMA 

1. Pengarah  Ketua KPU Merangin 

Anggota KPU Merangin 

Anggota KPU Merangin 

Anggota KPU Merangin 

Anggota KPU Merangin 

Alber Trisman 

Hayatul Mughiroh 

Hengki 

Kenny Ave Sayuti 

Nurfathu Qorida 

2. Penanggung Jawab Sekretaris KPU  

Merangin 

M. Arif Suryandi Lingga 

3. Ketua Kepala Sub Bagian 
Hukum dan SDM 

Retno Sari Handayani 

4. Tim Kerja 1. Komisioner 

2. Sekretaris 

3. Kepala Sub Bagian 

Sekretariat 

Alber Trisman 

Hayatul Mughiroh 

Hengki 

Kenny Ave Sayuti 

Nurfathu Qorida 

M. Arif Suryandi Lingga 

Paisul Amdani Lubis 

Inayati 

Zikriadi 

Retno Sari Handayani 
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NO JABATAN DALAM 

SATGAS 

JABATAN  

KEDINASAN 

NAMA 

5. Sekretariat  1. Pejabat Fungsional 

2. Pelaksana Sub 

Bagian Keuangan, 

Umum dan 

Logistik; 

3. Pelaksana Sub 

Bagian Hukum 

dan SDM; 

4. Pelaksana Sub 

Bagian 

Perencanaan, Data 

dan Informasi; 

5. Pelaksana Sub 

Bagian Teknis 

Penyelenggaraan 

Pemilu dan 

Parhupmas. 

Putra Febriadi Sitorus 

Ahmad Bashori 

Okhmansyah 

Feby Maharani Siregar 

Afdini Riska Fahlia 

Rasmi 

Nuraini 

Iin DF Rostiens 

Kharlina Tresiawati 

Didi Hernadi 

Anik Andika 

Tuti Otopia 

Resti Eka Rohmawati 

 

 

Ditetapkan di Bangko 
pada tanggal 15 Januari 2024 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MERANGIN, 

ttd. 

ALBER TRISMAN 

 

 

 


